ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dalam mengawasi lembaga jasa keuangan setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU
PPSK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap
regulasi terbaru dan praktik pengawasan OJK di sektor jasa keuangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perubahan signifikan pada aspek kelembagaan, fungsi, dan
kewenangan OJK terjadi melalui revisi, penambahan, dan penyisipan berbagai
ketentuan baru dalam undang-undang yang relevan. Perluasan kewenangan tersebut
tidak hanya memperkuat status OJK sebagai lembaga negara yang independen, tetapi
juga memperjelas fungsi dan tugas OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
nasional serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen dan
investor. Implementasi kewenangan baru ini terhadap perlindungan konsumen
diwujudkan melalui penerbitan peraturan pelaksana, seperti POJK Nomor 22 Tahun
2023, yang secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan konsumen,
pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, dan penyelesaian sengketa
konsumen. Data empiris juga menunjukkan efektivitas perluasan kewenangan OJK
dalam meningkatkan tingkat penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa
keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan dan koordinasi yang adaptif
serta penguatan edukasi keuangan kepada masyarakat merupakan langkah strategis
untuk mendukung tercapainya perlindungan konsumen yang optimal dan sistem
keuangan yang stabil.
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